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ABSTRAK

Permukiman kumuh masih menjadi persoalan penting di Indonesia,
termasuk di Kabupaten Mamasa yang menempati urutan ketiga dengan luas
permukiman kumuh terbesar di Sulawesi Barat. Desa Tabang ditetapkan sebagai
kawasan kumuh kategori sedang dengan luas 8,93 Ha, namun hingga saat ini belum
mendapatkan penanganan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup
masyarakat serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan, khususnya sustainable development goals (SDGs) ke-11 tentang
kota dan permukiman berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanganan
permukiman kumuh Desa Tabang Kabupaten Mamasa. Metode penelitian
menggunakan pendekatan Mixed Method atau penelitian campuran antara
pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
berupa observasi, kuesioner, dan wawancara. Adapun tahapan teknik analisis yang
dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis kondisi eksisting permukiman
kumuh Desa Tabang dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Kedua,
menganalisis faktor pendukung dan penghambat penanganan permukiman kumuh
di Desa Tabang dengan metode kualitatif, dan yang terakhir yaitu merumuskan
strategi penanganan permukiman kumuh menggunakan teknik analisis SWOT
(Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) yang kemudian strategi dibuat
berdasarkan prinsip sustainable cities and communities.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting permukiman kumuh
di Desa Tabang ditandai dengan keterbatasan akses infrastruktur dasar, kualitas
bangunan rendah, serta minimnya sarana persampahan dan sanitasi. Strategi yang
dihasilkan menekankan peningkatan infrastruktur dasar, penguatan partisipasi
masyarakat, serta kolaborasi pemerintah dan swasta. Penanganan diharapkan dapat
menciptakan lingkungan hunian yang layak, aman, dan mendukung kualitas hidup

masyarakat Desa Tabang.

Kata Kunci: Permukiman Kumubh, Sustainable Cities and Communities, SWOT
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-
Undang No.l Tahun 2011). Di Indonesia, masalah permukiman kumuh masih
menjadi tantangan besar. Menurut Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, hingga
2021 terdapat sekitar 4.170 hektare permukiman kumuh yang tersebar di berbagai
wilayah. Data dari Program Permukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UN-HABITAT) pada 2022 menunjukkan bahwa 29,929 juta penduduk Indonesia
tinggal di kawasan kumuh. Angka ini menjadikan Indonesia salah satu negara
dengan jumlah penduduk di kawasan kumuh terbesar di Asia Tenggara.
Permukiman kumuh menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran
penyakit akibat sanitasi buruk, pencemaran lingkungan akibat pengelolaan
sampah yang tidak memadai, serta risiko banjir akibat ketidakadaan drainase yang
layak. Secara sosial-ekonomi, kondisi ini dapat menghambat mobilitas karena
aksesibilitas yang buruk, menurunkan produktivitas masyarakat, dan dapat
meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk
menangani permasalahan ini guna menciptakan lingkungan yang layak huni dan
berkelanjutan.

Sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan
berkelanjutan adalah suatu agenda pembangunan global yang merupakan lanjutan
dari millenium development goals (MDGs). SDGs dibuka di Markas Besar PBB
pada 25 September 2015. Sebagai agenda pembangunan global, SDGs telah
menjadi kesepakatan bersama yang dicapai oleh negara-negara anggota PBB dan
pemangku kepentingan untuk mencapai 17 tujuan SDGs pada tahun 2030.
Menurut United Nations pada tahun 2015 rencana aksi global ini berlaku selama
15 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2030 (Putri, 2021).

Sustainable cities and communities atau kota dan permukiman berkelanjutan

merupakan tujuan ke-11 dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable



cities and communities sendiri memiliki tujuan yaitu menjadikan kota dan
permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam tujuan sustainable
cities and communities, terdapat target untuk pembangunan berkelanjutan dimana:
akses untuk semua perumahan dan layanan dasar memadai, aman dan terjangkau,
serta peningkatan daerah kumuh (upgrade slums), sehingga tujuan pembangunan
berkelanjutan untuk kota tanpa kumuh dalam agenda 2030 dapat tercapai (Sakdiah
& Rahmawaty, 2020).

Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten ketiga dengan luas permukiman
kumuh tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, dengan luasnya mencapai 154,12 Ha
(Dinas Perumahan Permukiman, 2021). Tercatat di Kabupaten Mamasa, angka
kemiskinan sepuluh tahun terakhir meningkat dari 21,11% menjadi 21,43%. Desa
Tabang telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh kategori sedang
dengan luas 8,93 Ha (Keputusan Bupati Mamasa No.640/KPTS-192/1X/2021
Tahun 2021). Jika dibandingkan dengan kawasan kumuh kategori sedang lainnya
di Kabupaten Mamasa, luas kawasan kumuh di Desa Tabang tergolong signifikan
lebih besar dibandingkan dengan desa/kelurahan lain seperti; Kelurahan Talippuki
4,25 Ha, Kelurahan Aralle 5,53 Ha, Kelurahan Pana 7,54 Ha, dan Kelurahan
Lakahang hanya 4,3 Ha. Meskipun luasnya yang tergolong signifikan, hingga saat
ini Desa Tabang belum mendapatkan upaya penanganan permukiman kumuh, baik
dari pemerintah, pihak swasta, maupun program lain. Hal ini disebabkan oleh
prioritas pemerintah yang mengutamakan penanganan melalui program Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada kawasan permukiman kumuh berkategori kumuh
berat terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dalam best practice Kabupaten Mamasa
tahun 2021. Hal ini menyebabkan kawasan kumuh kategori sedang, seperti Desa
Tabang cenderung terabaikan dalam program penanganan. Kondisi ini semakin
menegaskan perlunya tindakan untuk mengatasi permasalahan permukiman
kumuh di Desa Tabang. Penanganan yang tepat tidak hanya akan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat sekitar Desa Tabang saja, tetapi juga berkontribusi pada
tercapainya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mamasa.

Adanya urgensi mengenai penanganan permukiman kumuh, menjadi salah

satu sasaran dalam sustainable cities and communities untuk membentuk kota dan



permukiman yang berkelanjutan, maka diperlukan langkah strategis untuk
menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul
penelitian yaitu “strategi penanganan permukiman kumuh berdasarkan
prinsip sustainable cities and communities di Desa Tabang Kabupaten

Mamasa”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana kondisi eksisting permukiman kumuh di Desa Tabang Kabupaten
Mamasa ditinjau dari indikator kekumuhan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan permukiman
kumuh di Desa Tabang Kabupaten Mamasa ?
3. Bagaimana strategi penanganan permukiman kumuh di Desa Tabang

Kabupaten Mamasa berdasarkan prinsip sustainable cities and communities?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang mendasari pemikiran
dalam penulisan ini mempunyai tujuan yaitu:
1. Untuk mengidentifikasi kondisi eksisting permukiman kumuh di Desa Tabang
Kabupaten Mamasa ditinjau dari indikator kekumuhan
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
penanganan permukiman kumuh di Desa Tabang Kabupaten Mamasa.
3. Untuk merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh di Desa Tabang

Kabupaten Mamasa berdasarkan prinsip sustainable cities and communities.

1.4 Manfaat penelitian
Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa

pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Tabang:



a. Memberikan rekomendasi terkait strategi penanganan permukiman kumuh
di Desa Tabang yang dapat diterapkan dalam kebijakan dan program
pembangunan desa.

b. Membantu pemerintah desa dalam merancang program yang efektif dan
berkelanjutan dengan mengacu pada prinsip sustainable cities and
communities

2. Bagi Masyarakat Desa Tabang:

a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di permukiman
kumuh melalui rekomendasi strategi penanganan permukiman kumuh
terkait infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, sanitasi, dan drainase.

3. Bagi Akademisi:

a. Menambah ilmu pengetahuan tentang strategi penanganan permukiman
kumuh berdasarkan prinsip sustainable cities and communities.

b. Menyediakan referensi praktis dan teoritis bagi penelitian selanjutnya,
khususnya dalam konteks pengelolaan kawasan permukiman kumuh di

wilayah pedesaan.

1.5 Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup

wilayah dan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah fokus penelitian ini adalah di kawasan permukiman

Tabang di Desa Tabang Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Kawasan
permukiman kumuh Tabang memiliki luas 8,93 Ha yang berada di koordinat

2°58°5.839”S lintang selatan dan 119 °34°8.666” E bujur timur.

1.5.2 Ruang Lingkup Pembahasan
Adapun cakupan ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Menguraikan kondisi eksisting permukiman kumuh yang ditinjau dari
indikator kekumuhan di Desa Tabang Kabupaten Mamasa
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam

penanganan permukiman kumuh di Desa Tabang Kabupaten Mamasa.



3. Merumuskan strategi tentang penanganan permukiman kumuh di Desa
Tabang Kabupaten Mamasa berdasarkan prinsip sustainable cities and
communities

1.6 Sistematika Penulisan
Secara garis besar, penyusunan penelitian yang berjudul “strategi penanganan

permukiman kumuh berdasarkan prinsip sustainable cities and communities di

Desa Tabang Kabupaten Mamasa” yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat

penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka dengan menguraikan kajian teori

terkait permukiman, permukiman kumubh, indikator kumuh, faktor pendukung dan

pengambat penanganan permukiman kumuh, prinsip sustainable cities and
communities, penelitian terdahulu, maupun kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis/pendekatan

penelitian, jenis data, teknik analisis data, variabel, definisi operasional, dan alur

penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasannya terkait

kondisi eksisting permukiman kumuh di Desa Tabang Kabupaten Mamasa, faktor

penghambat dan pendukung penanganan permukiman kumuh di Desa Tabang

Kabupaten Mamasa, serta strategi penanganannya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi deskripsi singkat yang menjawab tujuan penelitian serta berisi

berbagai usulan yang sebaiknya diperhatikan oleh masyarakat, pemerintah desa

maupun pemerintah daerah.



BABV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi penanganan permukiman

kumuh di Desa Tabang, Kabupaten Mamasa, dengan menggunakan analisis SWOT
dan integrasinya terhadap prinsip sustainable cities and communities (SDG 11),
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Kondisi Permukiman Kumuh

Hasil analisis kondisi eksisting menunjukkan bahwa Desa Tabang menghadapi
berbagai permasalahan fisik dan nonfisik, seperti keterbatasan infrastruktur dasar
(jalan lingkungan, drainase, sarana air bersih), rumah tidak layak huni, dan
ketiadaan sarana proteksi kebakaran. Di sisi lain, Desa Tabang memiliki potensi
berupa kepadatan bangunan yang relatif rendah, budaya gotong royong yang masih
kuat, serta dukungan dari pemerintah desa dan program Peduli Lingkungan.
b. Faktor Internal dan Eksternal

Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang
dan ancaman) menunjukkan bahwa total nilai kekuatan lebih tinggi dibandingkan
kelemahan, dan total peluang lebih besar dibandingkan ancaman. Hasil perhitungan
IFAS dan EFAS menempatkan Desa Tabang pada kuadran I (strategi progresif),
yang berarti desa memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk
mengatasi permasalahan permukiman kumuh.
c. Integrasi dengan Prinsip SDG 11

Strategi yang dirumuskan telah diselaraskan dengan prinsip sustainable cities
and communities (SDG 11), khususnya pada aspek penyediaan perumahan layak
dan terjangkau, transportasi aman dan berkelanjutan, urbanisasi inklusif dan
tangguh, pengelolaan lingkungan yang baik, serta peningkatan akses terhadap ruang
terbuka hijau. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan dapat menjadi panduan
bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan

permukiman yang layak huni, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
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5.2 Saran

Penanganan permukiman kumuh Desa Tabang sebaiknya menjadi prioritas
Pemerintah Daerah. Koordinasi lintas sektor antara PU, perkim, lingkungan hidup,
dan BPBD perlu diperkuat agar strategi penanganan berjalan terpadu. Di tingkat
desa, peran masyarakat harus dioptimalkan melalui gotong royong, forum
koordinasi, dan penguatan kelembagaan lokal, disertai penyusunan rencana aksi
desa berbasis SDGs 11 yang menekankan perbaikan rumah tidak layak huni,
penyediaan sarana dasar, dan mitigasi bencana.

Selain itu, lembaga terkait dan mitra pembangunan diharapkan memberi
pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan serta pembangunan
sarana dasar, sekaligus menjalin kemitraan formal dengan pemerintah desa dan
masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting, baik dalam pelaksanaan
program, pemeliharaan hasil pembangunan, maupun melalui penguatan budaya

gotong royong sebagai modal sosial keberlanjutan.
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